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ABSTRAK : Bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan dengan tata kerja KPU, 
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU 
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan 
PKPU Nomor 37 Tahun 2008, berkaitan dengan ketentuan pengisian Jabatan 
dalam sruktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan 
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dipandang perlu diadakan perubahan. 
 

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :  

UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LN RI Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah 
dengan UU Nomor 43Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); UU Nomor 17 Tahun 2003; UU 
Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 10 tahun 2008; 
PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan 
PKPU Nomor 37 Tahun 2008. 
 

Dalam Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 diatur tentang :  

Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi menjadi Pasal 76. 
 

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Januari 2010. 

- PKPU Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 05 Tahun 

2008 Tentang  Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 

37 Tahun 2008 terkait dengan Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi 

menjadi Pasal 76. 

 


